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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Indonesia merupakan negara yang berdaulat. Sebagai negara yang berdaulat tentu memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan serta pengakuan kepada masyarakatnya. Berdasarkan dasar negara yaitu Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memiliki kewajiban untuk melindungi dan melakukan pengakuan kepada warganya dengan melalui suatu sistem kependudukan yang diharapkan dapat memenuhi hak masyarakat dalam pengakuan status pribadi dirinya dan juga status hukum yang melindunginya. Kependudukan merupakan unsur penting dalam persoalan pembangunan suatu bangsa maupun pembangunan yang berlangsung di tiap-tiap daerah negara tersebut. Sehingga, dalam kepengurusan semua hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan ditangani oleh suatu instansi yang diberikan wewenang untuk memberikan pelayanan pada bidang administrasi kependudukan. Suatu pembangunan yang menitik beratkan pada faktor manusianya sebagai pendorong gerakan pembangunan tidak akan berhasil bila tidak memiliki data jumlah penduduk yang tepat dan mengetahui bagaimana struktur yang ada pada lingkup penduduk. 
Memperoleh data kependudukan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran datanya dalam suatu wilayah, maka perlu adanya suatu metode administrasi kependudukan yang tepat untuk memudahkan mengetahui seberapa besar jumlah penduduk dan bagaimana struktur penduduk yang ada. Selain itu, perlu dilakukannya pembangunan database kependudukan dan menata sistem pelaporan dan pencatatan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang salah satunya menyangkut tentang peristiwa kependudukan untuk memperoleh keakuratan data penduduk dan pendayagunaan data termasuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 
Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan serta dampak pada validitas data kependudukan. Merujuk Pasal 58 Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dijelaskan bahwa data kependudukan bisa dipakai sebagai perencanaan pembangunan, alokasi dana umum, demokrasi hingga pencegahan kriminal. 
Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa:
“Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dengan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa membangun kepercayaan masyarkat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik”. 
Menurut Kepmenpan 63/KEP/N.PAN/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pelayanan berkaitan dengan kehidupan manusia, karena pelayanan sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan. Begitu juga dengan penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. Kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya suatu negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar hak-hak sipil warga negara atas pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Hak identitas diri dan kewarganegaraan diterbitkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa:
“Administrasi kependudukan merupakan rangkaian penataan dan penerbitan dokumen dan data negara melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pemberdayaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan dibidang yang lain.” 
Kegiatan administrasi kependudukan sendiri dilakukan oleh seorang individu mulai dari lahir, selama hidupnya, hingga akhir hayatnya di instansi yang khusus mengurus tentang kependudukan, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdapat di tiap-tiap daerah di Indonesia. Salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil salah satu Dinas yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
Penulis memilih akta kematian sebagai fokus penelitian. Akta Kematian adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa kematian dan kedudukan hukum seseorang yang terdiri atas register akta dan kutipan Akta Kematian. Pencatatan Akta Kematian adalah proses kegiatan pencatatan Kematian oleh petugas pencatatan sipil dari menerima berkas permohonan dan persyaratan dari Pemohon sampai dengan Kutipan Akta Kematian diterima Pemohon. Akta kematian memiliki manfaat dan arti penting bagi setiap warga negara, salah satunya akta kematian dapat membuat pemerintah lebih mudah dalam menetapkan kebijakan pembangunan sesuai usia harapan hidup warga. Seperti yang tertuang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Pelaporan mengenai peristiwa kematian seseorang sangat diperlukan untuk pemeliharaan data kependudukan sehingga data yang tersaji merupakan data yang faktual. Target pencatatan akta kematian masih belum tercapai, salah satunya dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan seberapa pentingnya kepengurusan akta kematian. Selain itu, dari pihak masyarakatnya sendiri saat ini masih belum paham mengenai prosedur pembuatan akta kematian.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan melakukan pelayanan pembuatan Akta Kematian dengan dua cara, yaitu pelayanan secara online dan offline. Pelayanan melalui online dapat diakses melalui website “Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan” (SIPANDUK) dengan nama program “Pelayanan Adminduk Setelah Kematian” (PASTI). Sedangkan pelayanan secara offline bisa dilakukan dengan datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. Berdasarkan pengamatan penulis pelayanan pembuatan akta kematian  di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa temuan masalah sebagai berikut:
1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengajuan pembuatan akta kematian.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya akta kematian.
3. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia.
Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis mengambil judul “Pelayanan Pembuatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menyusun problem statement (pernyataan masalah) mengenai Pelayanan Pembuatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan belum optimal. Masalah yang akan dikaji atau dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan masalah (problem questions) yaitu :
1. Bagaimana Pelayanan Pembuatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam pembuatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan?
3. Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dalam mengatasi hambatan dalam pelayanan pembuatan Akta Kematian?
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
      Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yaitu:
1. Untuk mengetahui Pelayanan Pembuatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam  pembuatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dalam mengatasi hambatan dalam pelayanan pembuatan Akta Kematian.


1.3.2 Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Kegunaan penelitian ini untuk dapat memacu perkembangan ilmu pemerintahan minimal dapat memperkaya hasil-hasil di bidang ilmu pemerintahan pada umumnya, menambah pengalaman dan pengetahuan, dan memperkaya ilmu bidang pelaksanaan pelayanan publik. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran dalam mengatasi pembuatan akta kematian yang belum optimal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
2. Kegunaan Praktis
Secara praktis yaitu penelitian ini dapat memberikan manfaat, menjadi acuan serta sumbangan pemikiran bagi peneliti dan semua pihak yang terkait dalam penelitian ini khususnya tentang pembuatan akta kematian yang belum optimal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
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